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Puteri:c

RUU HPP

Memlhak U N KN\

Putesrs Anetta Mormarwsctinm

PEMERINTAMN dan Komisi XX
PR sepakat meneruskan perna-—
bahasan Rancangan Undang-—
Undang Ketentuan Jrmmuam dan
Tata Perpajakan (RUU K UP)
yanmng kemuadian disepak:ati
menjadi RIUJLJ Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (HPP)

ke Pembicaraan Tingkatet EE/

Pengambilan Keputusan padia
Rapat Paripurna DD PR O

Terkait hal itu, Angsota
Komisi XJI DPR, Puteri A netta
Komarudin menegaskan, RUU
HPF ini dipastikan merxni-
hak kepentingan masyarakat
dan Usaha Mikro,. Kecil dan
Menengah (UNME MDD .

Sejak awal, lanjur Putceri.,
prihbaknya konsisten menolak
rencana kenaikan tarif PPN
karcena akan sangat berperniga-
ruh terhadap kondisi dayva
beli muasyarakat yang masih
beluarn sepenuhnya pulih akibat
pandermi. Nammin, di satu sisi.,
pihaknya juga pahami bahwa
pPenerimmaan negara masih be-—
ITuam optimal.

“MMiaka, pada saat pemba-—
hasan lalu, kami sepakaiti agar
kenaikan dilakukan secara
bertahap sambil terus me-
mantau kondisi perckonomaian
supraya tidak meruasak smosrnen—
tum pemuilihan yvang sedang

berliangsuang.”” ujar Puteri., ke
arin.
Menurut Puteri, sepanjang

pembahasan RUU itu, Fraksi
Partai Gollcar konsisten merxa—

rerjiuangkan penghapusan
ketentuan PPN multitar:f yang
kemmudian berhasil disepakati.
Dirinya pun menyampaikan
apresiasi atas kebijaksanaan
pemerintah menyepakati perm—
batalan usulan tersebut.

PPN multitarif justrua e
nirmbualkan kompleksitas da-—
Iam administrasi dan pening—
katan biaya pemeriksaan.”™
kata legislator dapil Tawa Barat
h'g SO T3

Puteri juga menyarmpai-
Kan catatan dari Fraksi Pastai
Golkar terkait potensi pemnxa—
dJakan berlebihan dalam keten-—
tuan terkait pengenaan PPIN
bagi sejumiah barang dan
Jdasa yang scbelummnya tidak
dikenalkan.

“*Potensi ini akhisrnya texr—
hindari dengan disepakatinya
barang kebutuhan pokok. jasa
pPpendidikan, jasa keschatan
miedis, jasa keuangan, jasa
asuransi. serta scejumiah jasa
lainnya untulk mendapat fasili-
tas PPIN tidak dipumnzzut ataawe
dib»ebraskarn.

““Kami menilai barang dan

jasa tersebut sangat dibutuhican

masyaralkat, sehingga apabila
dikenakan PPN justru: akan rme—
narmbain beban dan melemah-—
kKan konsumsi masyarakat,””
Tutur Puteri .

I.ebih lanjut, Puteri rmaerzgga—
takan bahwa kekhavwatiran itu
Juga dapart terhindari berkat
kesepakatan dihapusnya nosrna
barau mengenai pajak peng-—
hasilan minirmum (effterrcaiive
PPEEPErPrezarrr Fexx Aatar: A NI cdalam
RULT HPP

Terkait AMT, kata Puteri,
sikapnya tetap menolak ren-—
cana tersebuar. Usalan terse—
but justra menambah be-
bamn bagi peliaku usaha yang
mengalamii keragian scechingga
dapat memicu penutupan usaha
hinggoa PHIK

““Selain itiz, rencana ini _juga
Kurang mendukungs iklirn inves—
tasi yang besrpotensi keluarnya
investor dari Indonesia. Tentu
hal in: akan besar dampaknya
bagi usaha rintisan yang mmaasih
dalam tahap pengembangan.,””
teoasny a. B AL
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